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ABSTRAK 

 

Tesis ini berjudul: “Peran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Guna 

Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah 

(Studi Kasus di Kabupaten Trenggalek). Tesis ini dibuat dengan tujuan untuk 

mengetahui peran dan kendala APBD, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan 

untuk meningkatkan peran APBD guna meningkatkan peran serta masyarakat 

dalam pembentukan Perda. Tesis ini menggunakan penelitian normatif, dengan 

pendekatan sejarah hukum dan politik hukum. Sumber data adalah data sekunder, 

yang dikumpulkan dengan studi pustaka dan wawancara. Bahan hukum primer 

dan bahan hukum sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis 

hukum. Proses berpikir deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan. Teori 

Anggaran Berbasis Kinerja, Teori Partisipasi, dan Teori Perundang-undangan 

digunakan sebagai pisau analisis dalam mengkaji hasil penelitian. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa APBD dan Penjabaran APBD Kabupaten Trenggalek sudah 

berfungsi sebagai alat perencanaan, alokasi, dan otorisasi untuk mengakomodir 

upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembentukan Perda ke 

derajat menengah, meskipun belum direncanakan dan belum terealisasi dengan 

baik. Terdapat tiga kendala APBD guna meningkatkan peran serta masyarakat 

dalam pembentukan Perda terdiri atas kendala teoretis, kendala yuridis, dan 

kendala teknis operasional. Upaya utama yang disarankan untuk dilaksanakan 

adalaah melakukan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam 

pembentukan Perda di kabupaten Trenggalek untuk melakukan evaluasi dan 

perencanaan mengenai peran serta masyarakat dalam pembentukan Perda. Upaya 

berikutnya adalah membentuk Perda yang substansinya mengatur tentang teknis 

pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pembentukan Perda. 

Kata kunci: Peran serta masyarakat, Trengglek, Anggaran, Pembentukan 

Peraturan Daerah 
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ABSTRACT 
 

This thesis entitled: "The Role of Regional Expenditure Budget To Increase 

Public Participation In The Formation Of Local Regulation (Case Study in 

Trenggalek Regency).The objectives of this thesis are to know and to study the 

role and constraints of REB, as well as efforts can be done to increase the role of 

REB in order to increase public participation in the formation of local regulations. 

This research is a normative research, with approach of legal history and politics 

of law. The sources of the data are taken from secondary data which consists of 

primary law material and secondary law material. The data collecting methods are 

by doing a library research and interviews. The primary law material and the 

secondary law material are analyzed by using law analysis method. The deductive 

way of thinking process is used to draw the conclusion. Performance-Based 

Budget Theory, Participation Theory, and Legal Theory are used as a knife of 

analysis in reviewing research results. The result of this study shows Budget have 

functioned as planning, allocation, and authorization tool to accommodate efforts 

for increasing public participation in the formation of local regulation to middle 

degree, although not yet planned and not yet well realized. There are three budget 

constraints to increase public participation in the formulation of local regulations 

consisting of theoretical constraints, juridical constraints, and operational-

technical constraints. The main proposed efforts to be carried out are to coordinate 

between the parties involved in formulating the local regulation in Trenggalek 

regency to conduct evaluation and planning on public participation in the 

formation of local regulations. The next effort is to form a local regulation whose 

substance regulates the technical implementation of public participation in the 

formation of local regulations. 

 

 

Keywords: Public Participation, Trengglek, Budget, Formation of Local 

Regulation. 

 

 

 

 




